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Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu dalam
membangun edukasi rumah politik sehat di pemilu 2024. Hal tersebut
ditinjau berdasarkan teori etika birokrasi publik, diantaranya: nilai-nilai
politis, nilai-nilai administratif, dan nilai-nilai bersama. Metode
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan
adalah participatory learning and action (PLA) dengan melibatkan Bawaslu
dan Lembaga Kepemudaan Gampong sebagai target pemberdayaan yang
nantinya akan mengkampanyekan program-program dari rumah politik
sehat dalam mencegah kampanye hitam di Aceh khususnya di wilayah
Aceh Barat. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa
Peran Bawaslu dan kebijakan anti-kampanye hitam dalam membangun
rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan,
diantaranya: penjajakan kerjasama dengan Bawaslu dan Lembaga
Kepemudaan Gampong, pembentukan posko edukasi dan informasi untuk
meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda,
pembentukan pengurus penggerak yaitu pemuda gampong, dan sosialisasi
atau pelatihan untuk membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat
dan pencegahan kapanye hitam di Aceh Barat telah berhasil merealisasikan
program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif kampanye hitam
menuju pemilu 2024.

Abstract

The purpose of this service is to find out the role of Bawaslu in building healthy
political home education in the 2024 elections. This is reviewed based on the theory
of public bureaucratic ethics, including political values, administrative values, and
shared values. The method of implementing community service activities used is
participatory learning and action (PLA) by involving Bawaslu and the Village
Youth Institution as empowerment targets who will later campaign for programs
from the healthy political home in preventing black campaigns in Aceh, especially
in the West Aceh region. The results of the activities that have been carried out show
the role of Bawaslu and anti-black campaign policies in building a healthy political
home in the 2024 Election through education and supervision, including: exploring
cooperation with Bawaslu and village youth institutions, establishing education
and information posts to improve healthy political literacy for the community and
youth, establishing driving administrators, namely village youth, and socialization
or training to form an understanding of the concept of healthy politics and
preventing black campaigns in Aceh Barat has succeeded in realizing the Healthy
Political House program as a preventive effort against black campaigns towards the
2024 elections.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemilihan umum di ranah politiknya (Sabrina et al.,, 2023). Pemilihan
umum yang dilakukan berlandaskan pada prinsip demokrasi (Lubis, 2022). Sebelum melakukan aksi pemilihan umum,
biasanya para calon kandidat akan bersaing dengan melakukan upaya untuk memperkenalkan diri serta program-
programnya kepada pemilih yang sering disebut dengan istilah kampanye (Nur, 2019). Dalam peraturan Komisi Pemilihan
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Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta
pemilu untuk memperoleh dukungan dan mempengaruhi opini masyarakat dengan menawarkan visi, misi serta
program-program yang dirancang oleh peserta pemilu, sehingga para pemilih terpengaruh dan mendukung mereka
dalam pemilihan (Rizky P.P. Karo et al,, 2023). Sedangkan menurut Robby Milana (2021) Kampanye politik adalah suatu
kegiatan memberi informasi untuk mempengaruhi calon pemilih yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan
menggunakan komunikasi yang sudah terencana sehingga menghasilkan dampak tertentu. Pada UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26, menjelaskan bahwa
kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kandidat untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan
informasi tentang program-program serta visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kandidat pemilu (Fatimah, 2018).
Berdasarkan substansinya, kampanye politik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kampanye positif (positive campaign),
kampanye negatife (negative campaign) serta Kampanye hitam (Black Campaign) (Pamungkas, 2019). Namun yang menjadi
fenomena viral menjelang pemilihan umum adalah pelaksanaanya kampanye hitam (Octarina et al,, 2019). kampanye
hitam adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyerang serta menjatuhkan elektabilitas lawan politik dengan
menggunakan berbagai cara seperti sindiran atau berita- berita buruk yang tidak berdasarkan bukti nyata, sehingga bisa
berdampak pada penurunan perolehan suara lawan politik (Dodu, 2017). Pengertian kampanye hitam memang tidak
dikenal secara akurat dalam undang undang pemilu akan tetapi praktik tersebut merujuk pada pelanggaran terhadap
prosedur kampanye yang telah ditetapkan, karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan cenderung proaktif
sehingga dapat merusak integritas dunia politik (Sinaga, 2021). Sedangkan menurut Nisa (2020) kampanye hitam adalah
strategi yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang atau lawan politik dengan cara menyebarkan informasi negative
yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas atau diperoleh dari sumber yang tidak terverifikasi. Perilaku kampanye hitam
dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam pasal 280 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2017 terdapat dalam pasal 521
yang berbunyi “Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan
sengaja melanggar peraturan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d e f,gh,i atau j dipidana penjara paling lama dua tahun
dan denda paling banyak 24.000.000 rupiah.” (Suhli, 2019). Bentuk kampanye hitam beragam mulai dari bentuk brosur,
seleberan, meme, bahkan berita-berita miring yang ditujukan pada lawan calon-calon kandidat dengan memberitakan
kelemahan serta kesalahan calon kandidat pada masa lampau (Hafid, 2020). Menurut Pratama (2019) Sejarah kampanye
hitam pertama kali terjadi pada pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1796 yang dilansir dari The Saturday Evening
Post. Pada tahun itu, capres John Adams mendapatkan tuduhan bahwa selama revolusi beliau mendukung Goerge
Washington dan juga diam-diam memberikan uang kepada para jenderal untuk bisa dikendalikan oleh nya. Kampanye
hitam juga terjadi pada lawan kandidat John Adams yaitu Thomas Jefferson yang mendapatkan tuduhan bahwa
kekacauan, perang, pemerkosaan serta perzinahan nasional akan terjadi jika Thomas Jefferson terpilih sebagai presiden.
Pada tahun 1829, kampanye hitam kembali terjadi pada saat ajang pemilihan presiden ketujuh Amerika Serikat yaitu
Andrew Jakcson, berbagai tuduhan dia terima mulai dari dicitrakan sebagai manusia liar dan haus darah, pemicu
perperangan, hingga dituduh sebagai pelacur, tak hanya itu Andrew Jakcson juga dituding pernah melakukan
pembunuhan terhadap prajurit nya karena telah menyinggung perasaanya. Fenomena kampanye hitam seolah menjadi
hal yang lumrah terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, bahkan di Amerika serikat sebagai Negara yang
menjunjung tinggi demokrasi, praktik kampanye hitam masih banyak ditemukan selama pemilihan umum. Pada pilpres
2014 praktik kampanye hitam pernah terjadi dengan beredarnya surat palsu yang menyudutkan joko widodo melakukan
pemohonan kepada jaksa agung agar tidak melakukan penyidikan terhadap kasus Transjakarta sampai masa pemilihan
presiden, tuduhan lainya juga memberitakan bahwa Joko Widodo akan memberhentikan program RASKIN (beras untuk
keluarga miskin) dan menghapus sertifikasi guru (Firmansyah et al, 2017). Kemudian fenomena kempanye hitam juga
terjadi pada pasangan calon Anis-Sandiaga saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, mereka diberitakan
melakukan penjanjian kontrak politik dengan isu bahwa jakarta akan diterapkan hukum islam (Rahayu, 2017). Pada
Pilkada jember tahun 2020 kampanye hitam kembali terjadi, dimana para pendukung calon kandidat saling menyerang
melalui media sosial Facebook dengan menyebarkan konten negatif untuk menjatuhkan lawan politik(Suyono, 2021).
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Kemudian pada tahun 2024 kampanye hitam kembali terjadi pada pemilihan umum presiden 2024. Pada tahun ini calon
kandidat presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD diberitakan akan menghentikan program bantuan sosial (bansos) dan
program kesejahteraan rakyat jika terpilih menjadi presiden (Aditya, 2023). Kampanye hitam juga terjadi, pada Capres
Prabowo Subianto yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, Praktik ini dilakukan dengan cara penyebaran kliping
Koran tahun 1998 yang memberitakan tentang peristiwa masa lalu yang menimpa Prabowo Subianto pada khalayak
umum (Alfida Rizky Febrianna, 2024). Kemudian praktik kampanye hitam juga terjadi pada calon kandidat presiden Anies
Baswedan dengan beredarnya rokok bungkusan bergambar calon pansangan kandidat untuk menurunkan elektabilitas
calon kandidat (Wiyanto, 2023). Maraknya praktik kampanye hitam dapat disebabkan oleh tiga faktor kemungkinan.
pertama, hal ini terjadi karena rasa ingin berkuasa terlalu tinggi, kedua dilakulan oleh tim kandidat yang merasa
popularitasnya lebih lemah dibandingkan lawannya, ketiga hilangnya rasa moralitas politik terhadap calon kandidat
(Dharma, 2017). Maka untuk mencegah terjadinya praktik ini, perlu adanya pemahaman tentang pendidikan politik dan
antisipasi agar hal ini tidak terulang kembali. Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan
pemilih yang cerdas dan mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks. Pendidikan politik adalah sebuah proses
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip
demokratis serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses keberlangsungan politik secara sehat dan demokratis
(Masputri et al., 2019). Pendidikan politik dapat difasilitasi oleh lembaga komunitas lokal, lembaga pandidikan, serta badan
pengawas pemilu untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kampanye hitam. Pendidikan politik berfungsi
sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, hak serta
kewajiban sebagai warga negara (Pahlevi ef al., 2020). Pendidikan politik bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi
palsu yang dapat merusak citra demokrasi serta membantu masyarakat fokus pada program kerja kandidat daripada isu
negatif (Febriansyah Putra et al.,, 2023). Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan
politik, yang tidak hanya berfokus pada pengawasan pemilu saja akan tetapi juga memastikan pemilih dapat membedakan
informasi yang benar dan hoaks, melalui sosialisasi, pelatihan dan kampaye anti-hoaks sehingga dapat membantu
mansyarakat berpikir lebih kritis terhadap isu politik dan memberikan dampak politik yang sehat (Sa'ban et al,, 2022).
Namun dalam penelitian ini, pendidikan politik untuk mencegah kampanye hitam dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU). Hal ini menjadi peran yang sangat penting untuk preventif kampanye hitam (Korin, 2023). Bawaslu
adalah sebuah lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu serta
pencegah pelanggaran pada pelaksanaan pemilu (Syafriadi et al, 2023). Berdasarkan asas-asas kepemiluan, dalam
penyelenggaraan pemilihan umum bawaslu mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang
demokratis secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjunjung integritas dari pelaksanaan pemilu
yang berlandaskan pada proses pengawasanya (Wahid et al., 2018). Hal tersebut sesuai dengan teori etika birokrasi publik
yang menjelaskan tentang nilai serta prinsip yang mengatur bagaimana aparatur pemerintah menjalankan tugasnya sesuai
aturan yang telah ditetapkan dengan profesional, adil dan berintegritas. Lewis et al,, 2005) menjelaskan bahwa etika
birokrasi publik terdiri dari tiga nilai diantarannya: nilai politis, nilai administratif, serta nilai bersama. Dalam kategori
pembahasan pemilu, nilai-nilai politis mencakup sikap netralitas, kebebasan dan keadilan yang diharuskan ada pada
semua lembaga negara, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nilai-nilai Administratif yaitu efektifitas, efisiensi,
kepedulian serta pertanggungjawaban menjadi hal yang penting dalam pengawasan pemilu untuk mencegah terjadinya
pelanggaran, seperti kampanye hitam. Sedangkan nilai-nilai bersama yaitu adanya komitmen terhadap inisiatif bersama
untuk berperang memberantas pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti
pelanggaran pemilu, penyuapan/sogok dan pemberian upeti/hadiah secara multidimensional, dan korupsi, serta
penanaman kesadaran diri untuk mentaati norma dan aturan serta program-program etika pelayanan publik. Penerapan
teori etika birokrasi publik mempunyai hubungan yang relavan dengan sistem kerja bawaslu karena bawaslu sebagai
pengawas harus berperan netral, transparan dan akuntabel sekaligus mampu memberantas pelanggaran yang merusak
demokrasi, seperti kampanye hitam. Selain itu, teori keadilan menurut Rawls, J.(1971) juga memberikan pandangan
mengenai keadilan yang menjadi landasan utama birokrasi publik terutama dalam pengawasan pemilu. Rawls
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menjelaskan bahwa keadilan hanya bisa dicapai jika semua pihak berada di posisi yang setara, tanpa adanya diskriminasi
atau perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Dalam kontek bawaslu, hal ini berarti
pengawas pemilu harus melakukan pengawasan yang tidak memihak, adil dan mengutamakan kesejahteraan
masyarakat. Teori ini juga menekankan konsep proseduralisme dalam birokrasi, yang mengharuskan adanya prosedur
dalam menjalankan tugas-tugas pengawas pemilu (Harefa, 2020). Kemudian menurut bentham, J. (1781) teori
konsekuensialisme juga dapat diterapkan dalam etika birokrasi publik, karena menekankan pentingnya hasil dari tindakan
etis, yaitu dampak positif yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks bawaslu teori ini berarti bahwa
tindakan yang efektif dalam mengurangi dampak negatif seperti kampanye hitam atau ketidakadilan di masyarakat adalah
tindakan yang dianggap etis (Kunti et al., 2024). Teori Max Weber tentang birokrasi juga berkesinambungan dengan etika
birokrasi publik, khususnya dalam mewujudkan administrasi yang rasional, terstruktur dan efisien (Nurhadi ef al.,, 2023).
Menurut Weber, M. (2023) setiap tindakan birokrasi harus mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan seperti
pembagian kerja yang jelas, hierarki yang terorganisir serta proses pengambilan keputusan yang sistematis. Teori ini
memiliki keterkaitan dengan Bawaslu karena mendukung efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas, sehingga
pengawasan dapat dilakukan secara adil dan efektif, tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir teori virtue ethics atau etika
kebajikan yang dikemukakan oleh aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics menekankan bahwa pentingnya karakter
moral dan integritas individu dalam birokrasi. Teori ini sangat relavan dalam konteks etika birokrasi publik, karena
menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan dalam politik serta pemerintahan harus bertujuan mewujudkan
kebaikan sosial yang tinggi, yaitu kesejahteraan rakyat dan keadilan yang merata (Devi, 2022). Etika kebaikan ini
memberikan dasar moral bagi setiap tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Bawasluy,
khususnya dalam membentuk profesionalisme, netralitas, dan rasa tanggung jawan yang kuat pada pengawas pemilu.
Dengan menginterasikan teori-teori diatas, etika birokrasi publik menjadi kerangka kerja yang tidak hanya normatif, tetapi
juga aplikatif. Prinsip-prinsip etika ini memberikan pengarahan atau acuan bagi Bawaslu untuk menghadapi tantangan
dalam pengawasan pemilu, seperti pelanggaran yang terjadi di media sosial, kampanye hitam, intervensi politik dan lain
sebagainya. Sesuai dengan UU No.7/2017 pasal 93 hingga 95, tentang tugas dan wewenang Bawaslu adalah melakukan
pengawasan pemilu di seluruh Indonesia serta mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti praktik kampanye hitam
dengan mekukan berbagai pendekatan seperti edukasi tentang pemilu kepada masyarakat terutama pemilih pemula
melalui media electronik atau secara lansung. Bawaslu juga berupaya memberikan informasi terkait regulasi pemilu
melalui brosur, leaflet, spanduk, dan sarana lainya (Rahmiz ef al., 2021). Akan tetapi melihat banyaknya kasus kampanye
hitam yang terjadi saat ini dapat dikatakan peran bawaslu dalam pengawasan masih belum maksimal karena terbatasnya
tenaga kerja Bawaslu menjadi salah satu faktor kampanye hitam terjadi terutama pada media sosial (Nasution et al.,, 2023).
Maka untuk mencegah terjadinya praktik kampanye hitam penting untuk mengintegrasikan prinsip teori etika birokrasi
publik dalam setiap kebijakan dan tindakan bawaslu serta sangat diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan
pemilu yang jujur dan adil. Beberapa penelitian telah meneliti tentang peranan Bawaslu dalam kebijakan anti kampanye
hitam menjelang Pemilu. Pencegahan kampanye hitam dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, edukasi dan literasi
media. Menurut Herawati (2024) bawaslu berperan penting dalam pencegahan kampanye hitam melalui terutama pada
media sosial. Dalam kasus penyebaran disinformasi bawaslu berkolaborasi bersama aparatur penegak hukam untuk
menindak pelanggaran pemilu sesuai dengan Undang-Undang ITE, serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran akan dampak kampanye hitam. Aspek kebaruan dalam pendekatan teori etika birokrasi publik
untuk pencegahan kampanye hitam melalui edukasi rumah politik sehat merupakan salah satu hal yang inovatif. Hal ini
dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu, seperti (Abqa et al., 2022) telah meneliti tentang sinergitas akademisi dan
Bawaslu dalam mencegah hoax dan Black Campaign. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu
dalam mencegah hoax dan Black Campaign sudah tergolong baik yaitu dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada
mahasiswa melalui pengedukasian mengenai dampak negatif hoax dan Black Campaign. Kegiatan tersebut dilakukan agar
tercipta pemilih cerdas milenial yang mampu menentukan arah masa depan bangsa. Selanjutnya Anwar (Ilmar ef al., 2024)
juga telah meneliti tentang upaya Bawaslu dalam mencegah kampanye hitam di media digital selama Pemilu 2019. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya strategi pengawasan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu. Hal ini
dikarenakan Platform media sosial memiliki batasan dalam pengawasan Bawaslu, sehingga hoax masih lebih kuat dan
sulit untuk dicegah secara efektif. Penelitian lainnya terkait peranan Bawaslu dan kebijakan anti kampanye hitam juga
dilakukan oleh (Nasution et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam
menindak kampanye hitam di media sosial sudah baik yaitu dengan melakukan sistem kerja sama dengan lembaga negara
seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik
Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang
mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum
terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial. Selanjutnya Siregar (2018) juga telah meneliti tentang
upaya Bawaslu dalam mengatasi kampanye hitam di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bawaslu
sudah tergolong efektif dalam mencegah kampanye hitam, yaitu dengan berpatokan pada Peraturan Bawaslu Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan
pengawasan terhadap akun media sosial peserta pemilu yang terdaftar di KPU dan akun media sosial yang tidak terdaftar
pada saat pemilu. Untuk melakukan pengawasan terhadap media sosial, pertama-tama Bawaslu membuat indeks
kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu akan memberikan gambaran kepada Bawaslu mengenai daerah mana saja
di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal kampanye di media sosial. Bawaslu juga akan menetapkan
strategi pencegahan untuk mengurangi kampanye hitam di media sosial, salah satunya seperti menyebarkan kampanye
positif di media sosial. Terakhir, Bawaslu akan mengambil tindakan tegas apabila Bawaslu menemukan adanya kampanye
hitam di media sosial saat pemilu, yaitu dengan menghapus postingan atau akun tersebut. Akan tetapi, perbedaan kegiatan
pengabdian ini dengan penelitian terdahulu adalah melalui pendekatan yang digunakan. Kegiatan pengabdian ini lebih
fokus pada penerapan teori etika birokrasi publik dalam konteks pencegahan kampanye hitam, yang tidak melihat sisi
pengawasan saja tetapi juga menekankan pada nilai-nilai etika dalam birokrasi publik. Penelitian terdahulu lebih banyak
membahas aspek-aspek teknis dan kerjasama antar kelembagaan dalam pengawasan, sedangkan kegiatan pengabdian ini
bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai etika birokrasi publik sehingga dapat
memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, khususnya menjelang pemilu. Dengan
pendekatan pengabdian berbasis riset ini, diharapkan tidak hanya kampanye hitam yang bisa diminimalisir, tetapi juga
menciptakan kesadaran dikalangan masyarakat untuk menjaga kualitas pemilu. Kerangka konseptual pelaksanaan
pengabdian ini merupakan kegiatan pengabdian berbasis riset yang bertujuan mencegah maraknya kampanye hitam
menjelang pemilu melalui penguatan peran Bawaslu. Pencegahan dilakukan melalui program rumah politik sehat yang
berfungsi sebagai wadah edukasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam mencegah kampanye hitam. Rumah
politik sehat adalah sebuah komunitas yang bergerak dibidang pengedukasian politik sehat, agar mencegah terjadinya
kampanye hitam, hoaks, politik uang, serta perilaku kecurangan pemilu lainya. Dimana komunitas ini nantinya akan
bekerjasama dengan bawaslu dalam mewujudkan pemilih yang cerdas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran
politik dan partispasi politik masyarakat. Rumah politik sehat bergerak dibawah organisasi kepemudaan desa dengan
pengawasan serta peran dari pihak bawaslu. Bawaslu akan menjadi fasilitator atau mentor dalam melatih anggota
komunitas dengan memberikan pelatihan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembentukan posko rumah politik
sehat di setiap desa pada masa pemilihan tiba. Landasan teoritis kegiatan pengabdian ini adalah etika birokrasi publik, yang
menekankan pentingnya menerapkan nilai politis (netralitas, kebebasan, dan keadilan), nilai administratif (efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas) dan nilai bersama (komitmen bersama melawan penggaran pemilu). Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Bawaslu dan kebijakan mencegah kampanye hitam dalam membangun
rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan.
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METODE

Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Pengabdian
ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam membangun Rumah Politik Sehat sebagai wadah pengedukasian
kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kampanye hitam. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory
Learning and Action (PLA) atau metode pembelajaran partisipatif yaitu jenis pendekatan berbasis kemasyarakatan yang
mendorong masyarakat agar dapat mengeksplor dan berbagi pengetahuan yang mereka miliki sehingga dapat dijadikan
sandaran dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu (Perdiansyah et al, 2021). Metode ini
menggunakan sistem pembelajaran berkelompok yang mengkombinasikan antara pembelajaran secara filosofis, teoritis
dan praktikal yang dapat diterapkan pada berbagai konteks (Allaham ef al., 2022). Penerapan metode ini melibatkan
Bawaslu dan Lembaga Kepemudaan Gampong untuk berpartisipasi dalam pencegahan kampanye hitam di Aceh,
khususnya di wilayah Aceh Barat. Menurut (Sugiono 2019), 2021) Prosedur pengumpulan data adalah sebuah proses
pengumpulan data yang dilakukan dengan 4 (empat) macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi.
Kegiatan ini meliputi beberapa langkah, diantaranya :
1. Melakukan penjajakan kerjasama antara Bawaslu, dan lembaga kepemudaan gampong untuk membangun Rumah
Politik Sehat;
2. Membentuk posko edukasi dan informasi guna meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda;
3. Membentuk pengurus penggerak/komunitas politik sehat yang terdiri dari pemuda Gampong yang diberi pelatihan
agar dapat menjadi penyuluh dan mensosialisasikan konsep dari Rumah Politik Sehat dan pencegahan kampanye
hitam kepada masyarakat; dan
4. Sosialisasi/ pelatihan untuk membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam
calon pengurus penggerak Rumah Politik Sehat.
Teknik analisis data mencakup kegiatan mereduksi data guna memilih data yang relavan, menyajikan data dalam bentuk
narasi deksriptif untuk memudahkan interpretasi, serta melakukan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan dari
hasil analisis (Pandawangi.S, 2021). Instrumen penelitian yang digunakan dirancang berdasarkan asas dan teori etika
birokrasi publik untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian yang berbasis riset secara objektif dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi kepada masyarakat diperlukan agar tidak mudah terjerumus pada kampanye hitam. Selain itu juga diperlukan
adanya wadah informasi di desa yang dapat turut mengkampanyekan politik sehat kepada masyarakat umum. Wadah
tersebut akan dijalankan oleh pemuda desa di bawah Kelembagaan Kepemudaan Gampong. Pemuda tersebut akan
menjadi pengurus yang melanjutkan kampanye politik melalui program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif
kampanye hitam menuju pemilu 2024. Program Rumah Politik Sehat ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun
tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

( Pembentukan Gmbmmkan Pengurus keremanan terhadap
Kerjasama Penggerak B]ack Campawign
L. Bawaslu Bers: a.ma Pernyataan sikap
2. Komisi Lembaga pemuda, netralitas
Independent X aparatur desa dan
3. Arateri Desa ey Mencegah
masyarakat
04 05 tetjerumus da]am; Action
strategi kampanye
: -
Participatory 1. Sosialisas

Posko edukasi dan 2. Edukasi

Informasi 3. Modul dan
praktek
Pemilu

Kurangnya Kesadaran :
Pembe‘nmkag Rumah Masa\;ra.kat Terhadap Learning
Komunitas 3
Isu Black Campaign

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Rumah Politik Sehat Tahun 2024.
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Roadmap tersebut lahir dari permasalahan kompleks Bawaslu dalam mengantisispasi kecurangan menjelang Pemilu 2024.
Adanya kekhawatiran akan minimnya edukasi dan pengetahuan masyarakat terkait isu kampanye hitam yang mudah
menyebar di masa-masa kampanye. Maka program Rumah Politik Sehat ini hadir untuk mengedukasi masyarakat agar
dapat mengidentifikasi dan menghindari berbagai jenis kampanye hitam yang beredar. Dengan memanfaatkan potensi
sumber daya masyarakat kalangan muda sebagai penggerak dalam penyebaran informasi politik sehat kepada masyarakat
wilayah Aceh Barat.

Penjajakan Kerjasama

Proses penjajakan kerjasama merupakan salah satu peran dan tujuan dari pada teori etika birokrasi publik dengan kategori
nilai-nilai politis dikarenakan program ini bebas bekerjasama dengan pihak manapun, yang terpenting adalah pihak
tersebut dapat mendukung kesuksesan program Rumah Politik Sehat. Mitra utama pada pelaksanaan program Rumah
Politik Sehat adalah Lembaga Kepemudaan Gampong Pinem, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat. Lembaga ini berperan
sebagai sasaran program sekaligus fasilitator dan turut memfasilitasi berbagai kebutuhan mulai dari pemikiran ide, sarana,
prasarana hingga sumber daya manusia. Proses penjajak kerjasama ini dapat dilakukan dengan sikap netralitas yang akan
dibangun melalui edukasi bersama para pihak pemerintah dan masyarakat yang akan terlibat untuk mencegah kampanye
hitam. Menerapkan sikap netralitas, kebebasan, dan keadilan pada semua lembaga negara akan berdampak signifikan
untuk mencegah terjadinya kampanye hitam. Berikut penjajakan kerjasama dengan pemerintahan Gampong Pinem,
Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2. Pembentukan kerjasama dengan Gampong,.

Selain itu adapula penjajakan kerjasama Bawaslu dengan pihak dari luar seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan
Akademisi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat. Dimana masing-masing memiliki peran dan kontribusi
tertentu yang telah disepakati bersama. Penjajakan kerjasama ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik
Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori participatory. Sebagaimana ditujukan dalam gambar 3 yaitu pembentukan kerja

sama dengan mitra program rumah politik sehat.
P

e |

Gambar 3. Pembentukan kerjasama dengan mitra pgram yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Pembentukan Posko Edukasi dan Informasi
Posko edukasi dan informasi merupakan salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-
nilai administratif. Posko edukasi dan informasi ini dibentuk untuk mengefektifkan keikutsertaan dalam pencegahan
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kampanye hitam dimana yang berperan tidak hanya lembaga pemerintah akan tetapi juga keterlibatan masyarakat.
Melalui posko yang ada pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat dan edukasi informasi tentang pemilu. Hal
ini dikarenakan posko edukasi dan informasi ini bersifat memberikan kepedulian serta pertanggungjawaban kepada
masyarakat agar mampu meningkatkan literasi Politik Sehat dan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti kampanye
hitam. Pembentukan posko edukasi dan informasi berfungsi sebagai sumber referensi bagi masyarakat gampong yang
dibentuk untuk meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda Gampong Pinem, Kec. Samatiga,
Kab. Aceh Barat. Posko tersebut terdiri dari posko informasi yang menyajikan informasi tentang pemilu dan politik sehat,
mulai dari pengenalan kampanye negatif, kampanye hitam, tips dalam menentukan pilihan politik dan berbagai hal
lainnya. Posko ini juga menyediakan buku hasil kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat sebagai
sumber referensi bagi masyarakat. Pembentukan Posko edukasi dan informasi ini jika ditinjau dari pelaksanaan program
Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori participatory. Posko edukasi dan informasi pencegahan
kampanye hitam di Gampong Pinem telah dibentuk sebagaimana dinyatakan dalam gambar 4 sebagai berikut.

Pembentukan Pengurus Penggerak

Pembentukan pengurus penggerak merupakan salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan
kategori nilai-nilai bersama. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antar pengurus penggerak dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang kampanye hitam agar masyarakat terhindar dari pelanggaran menjelang pemilu 2024.
Komunitas politik sehat merupakan komunitas yang terbentuk di bawah Lembaga Kepemudaan Gampong Pinem sebagai
salah satu bidang yang berfokus pada pendidikan. Komunitas ini terdiri dari orang pemuda Gampong yang diberi
pelatihan agar dapat menjadi penyuluh dan menyosialisasikan konsep dari Rumah Politik Sehat dan pencegahan
kampanye hitam kepada masyarakat. Para pengurus merupakan masyarakat gampong yang berusia dari 18 sampai 35
tahun. Pembentukan pengurus penggerak ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024
tergolong dalam kategori Learning. Adapun daftar anggota komunitas Rumah Politik Sehat 2024 tertera pada tabel di bawah

Tabel I. Daftar Anggota Komunitas Rumah Politik Sehat 2024.

No. Nama Jabatan
1 Ismail Arafah Ketua

2 Sukma Aria Anggota
3 Martunis Anggota
4 Bunga Tiara Phonna Anggota
5 Defa Amalia Anggota
6 Nurkhumairi Anggota
7 Sonya Andriana Anggota

sumber : pemerintahan Gampong Pinem, 2023.
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Sosialisasi atau Pelatihan

Selain itu sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan juga merupakan salah satu dari bagian teori etika birokrasi publik dengan
kategori nilai-nilai bersama yang diwujudkan oleh pemerintah mencegah kampanye hitam di aceh barat. Hal ini
dikarenakan adanya komitmen terhadap inisiatif bersama dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan mengenai edukasi
kampanye hitam kepada masyarakat. rangkaian mekanisme proses yang dilakukan untuk membentuk pemahaman
terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam calon pengurus penggerak Rumah Politik Sehat. Dian Estu
(2021) mendefinisikan pembinaan sebagai upaya pengendalian secara profesional yang dilakukan terhadap berbagai
unsur organisasi agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang
diperoleh seseorang agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu (Cahya ef al., 2021). Sosialisasi diartikan sebagai
suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu dan mengajarkan peran-peran yang perlu
dilakukan oleh individu tersebut (Murtani, 2019). Calon pengurus komunitas Rumah Politik Sehat menjalani 2 sesi
pembinaan/ pelatihan bersama tim dan 3 sesi pelatihan bersama para ahli dibidangnya melalui sosialisasi yang dilakukan
di ruang kantor keuchik dan balai serbaguna gampong. Sesi pembinaan terdiri dari pengenalan gambaran program, fungsi,
tugas, dasar-dasar konsep politik sehat dan penetapan tujuan. Sementara itu, pelatihan pertama dilakukan bersama Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat pada tanggal 7 Agustus 2024 yang dipandu oleh Safrianto selaku Komisioner KIP
Aceh Barat yang membahas tentang aspek-aspek dasar pemilu dengan tema Money Politic dan Black Campaign serta Potensi
Disintegrasi Bangsa. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam gambar
sebagai berikut.

Gambar 5. Sosialisasi oleh Bawaslu dan KIP Aceh Barat.

Sesi pelatihan kedua bersama mitra dilakukan pada tanggal 8 September 2023 bersama Eks Komisioner Bawaslu Aceh
Barat yang dipandu oleh Romi Juliansyah, SE,M.Si. dengan mengangkat tema tentang Optimalisasi Peran Pemuda
Sebagai Agent Of Control Untuk Mewujudkan Politik Sehat Menuju Pemilu 2024.

Gambar 6. Sosmhsa51 bersama Eks Konnsloner Bawaslu Aceh Barat.
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Sementara sesi pelatihan ketiga dilakukan bersama dengan akademisi yaitu Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H. selaku Dosen
Program Studi Hukum Universitas Teuku Umar yang aktif mengkampanyekan nilai-nilai politik sehat kepada masyarakat
umum. Kegiatan ini dilakukan pada 22 September 2023 dengan tema Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Bersih dan Adil.

Gambar 7. Sosialisasi Bersama Akademisi yang Berasal dari Universitas Teuku Umar.

Setelah melalui beberapa tahap pembinaan dan sosialisasi ditemukan bahwa meskipun para pemuda aktif pada kegiatan-
kegiatan gampong namun antusiasme terhadap kegiatan berbasis pendidikan seperti peningkatan literasi politik masih
minim. Hal ini dinilai dari rendahnya jumlah kunjungan pada kegiatan sosialisasi dan pemuda yang berpartisipasi secara
konsisten hanya sekitar 5 hingga 8 orang. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, masyarakat umum yang juga menjadi
target sasaran peningkatan edukasi politik terutama dari kalangan ibu-ibu memiliki antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini
terlihat dari konsistensi mereka untuk hadir pada kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan pelatihan ini jika ditinjau dari
pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori Learning.

Keberhasilan Program Rumnah Politik Sehat sebagai Upaya Preventif Kampanye Hitam Menuju Peinilu 2024
Keberhasilan program rumah politik sehat menjadi salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan
kategori nilai-nilai bersama. Hal ini dikarenakan adanya ketjasama Bawaslu dengan pihak-pihak lainnya dalam melakukan
edukasi pencegahan Kampanye Hitam menjelang Pemilu 2024. Tingkat keberhasilan dinilai dengan merujuk pada
indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaanya, program Rumah Politik Sehat bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar tentang berbagai bentuk kecurangan selama masa kampanye, pengenalan
konsep politik sehat, dan isu kampanye hitam. Adapun perbedaan yang ditunjukkan sebelum dan setelah
dilaksanakannya program ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. Gambaran Perbandingan Sebelum dan Setelah Terlaksananya Program.
No.  Sebelum Program Sesudah Program
1 Banyak masyarakat yang belum mengenal istilah kampanye hitam Masyarakat telah mengenal istilah kampanye
hitam dan bagaimana mengidentifikasinya
2 Ketiadaan bidang yang berfokus pada pendidikan di lembaga Terbentuknya komunitas Rumah Politik Sehat

kepemudaan gampong
3 Tidak adanya posko informasi dan edukasi politik di gampong Terbentuknya posko informasi dan edukasi
politik di gampong
4 Belum tersedianya kurikulum pembelajaran yang tersusun terkait —Tersusunya kurikulum edukasi literasi politik
edukasi konsep politik sehat di gampong sehat untuk komunitas dan masyarakat
5 Tidak adanya kerjasama yang terbentuk dalam proses pembentukan — Terbentuknya kerjasama dengan berbagai
Rumah Politik Sehat pihak terkait Rumah Politik Sehat

Sumber: Pelaksanaan kegiatan PKM, PM, 2023.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa program ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya karena telah terjadi
beberapa perubahan antara sebelum dan sesudah terlaksananya program. Hal tersebut sebagaimana bukti empiris dalam
keberhasilan program menunjukan bahwa yang memahami istilah kampanye hitam hanya 33% dari keseluruhan
masyarakat gampong. Namun setelah terbentuknya Rumah Politik Sehat melalui edukasi dan pengawasan mengenai

636


https://portal.issn.org/resource/ISSN/2502-6828
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2654-4385

Mirdad, Z., Mardhiah, N., Safrida. 2025. Bawaslu Black Campaign Prevention: Realizing a Healthy Political Home in the 2024 Election ...

kampanye hitam pemahaman meningkat menjadi 97% dari keseluruhan masyarakat gampong. Hal ini memberi
gambaran bahwa program Rumah Politik Sehat dapat meningkatkan pengetahuan terkait literasi politik sehat. Selain itu,
berdasarkan hasil evaluasi pasca-pelaksanaan yang dilakukan untuk menilai dampak program kepada pemuda dan
masyarakat gampong, keberhasilan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori Action. Hal ini
dibuktikan melalui hasil pre-tes yang menunjukan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kamppanye hitam masih
rendah. Setelah program edukasi rumah politik sehat dilaksanakan di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten
Aceh Barat, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kampenye hitam. Berikut
ini adalah hasil rekapitulasi penyebaran kuesioner sebelum program dan sesudah program.

pre-test dan post-test
pentingnya pemahaman politik bagi masyarakat gampong

120

100
20
60
10
20 I
0

Sumber: data olahan hasil kegiatan PKM PM 2023.

M Pre-test M Post-Test

Grafik hasil pre-test dan post-test tentang pentingnya pemahaman politik bagi masyarakat Gampong Pinem, Kecamatan
Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menunjukan keberhasilan program tentang kampanye hitam. Sebelum program, hanya
33% responden yang pernah mendengar istilah kampanye hitam, namun angka ini meningkat menjadi 97% setelah
program selesai. Pengetahuan masyarakat tentang pengertian kampanye hitam sebagai tindakan politik untuk merusak
reputasi lawan politik juga mengalami peningkatan signifikan, dari 33% pada pre-test menjadi 97% pada post-test. Selain
itu pengetahuan mengenai tentang tujuan utama kampanye hitam adalah untuk menciptakan dampak citra negatif kepada
lawan politik, meningkat dari 33 % menjadi 86 %. Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif kampanye hitam, seperti
berkurangnya toleransi dan saling pengertian antara kandidat, juga mengalami peningkatan dari 33% menjadi 94%.
Program ini juga berhasil memberikan pemahaman tentang cara menghadapi kampanye hitam. Sebagaimana dibuktikan
pada hasil pre-test, hanya 33% responden yang menyadari pentingnya mengabaikan serangan dan tetap fokus pada visi
dan misi kampanye. Akan tetapi, setelah program seluruh responden 100% memahami strategi dalam menghadapi
kampanye hitam. Sedangkan, pengetahuan dasar masyarakat tentang pemilu, seperti pengertian pemilu dan usia minimal
untuk memberikan hak suara, sudah baik sejak awal dengan 100% responden menjawab benar pada pre-test dan tetap
konsisten pada post-test. Kemudian, pemahaman masyarakat terkait menerima dan ditawari pemberian pada saat pemilu
juga tidak berubah antara hasil pre-test dan post-test. Secara keseluruhan, grafik hasil pre-test dan post-fest menunjukan
keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat tentang kampanye hitam, terutama dalam
aspek definisi, tujuan, dampak, dan cara menghadapinya. Stabilitas pada pengetahuan dasar pemilu dan sikap terhadap
praktik politik uang menunjukan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik terhadap isu tersebut sejak
awal. Program ini berhasil mengedukasi masyarakat dan memberikan pengetahuan yang sebelumnya kurang dipahami,
khususnya pada isu-isu yang lebih spesifik terkait kampanye hitam. Meskipun program ini memberikan banyak dampak
yang positif, namun program pengabdian ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantarana :
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1. Program ini hanya diterapkan di satu gampong sehingga hasilnya belum mencerminkan situasi di wilayah yang lebih
luas;

2. Masihrendahnya partisipasi dari pemuda gampong oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis untuk
meningkatkan keterlibatan mereka; dan

3. Terbatasnya waktu pelaksanaan program pengabdian sehingga terbatasnya pengukuran dampak jangka panjang.

Untuk program pengabdian selanjutnya, disarankan program serupa diterapkan di beberapa gampong agar mendapatkan

data yang lebih representatif. Selain itu, diperlukan teknologi inovatif untuk menarik minat Pemuda agar lebih partisipatif

dalam mendukung program Rumah Politik Sehat. Pengabdian selanjutnya juga perlu mengkaji dampak jangka panjang

terhadap program Rumah Politik Sehat agar didapat informasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dan kebijakan
anti-kampanye hitam dalam membangun rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan,
diantaranya :

1. Penjajakan kerjasama dengan beberapa pihak guna mendukung kesuksesan program. Peran ini tergolong dalam
Kkategori participatory pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong kategori nilai-nilai politis pada teori
Etika Birokrasi Publik;

2. Pembentukan posko edukasi dan informasi untuk meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para
pemuda. Peran ini tergolong dalam kategori participatory pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong
kategori nilai-nilai administratif pada teori Etika Birokrasi Publik;

3. Pembentukan pengurus penggerak yang terdiri dari pemuda gampong yang diberi pelatihan agar dapat menjadi
penyuluh dan mensosialisasikan konsep Rumah Politik Sehat dan pencegah kampanye hitam kepada masyarakat;

4. Sosialisasi atau pelatihan guna membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kapanye hitam.
Peran poin ¢ dan d tergolong dalam kategori learning pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong
kategori nilai-nilai bersama pada teori Etika Birokrasi Publik; dan

5. Bawaslu berhasil merealisasikan program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif kampanye hitam menuju
pemilu 2024. Peran ini tergolong dalam kategori action pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong
kategori nilai-nilai bersama pada teori Etika Birokrasi Publik. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Bawaslu
adalah membentuk komunitas Rumah Politik Sehat di setiap Desa agar bisa menjadi penggerak mandiri, yang dapat
terus menjalankan sosialisasi dan edukasi pada Pemilu mendatang.
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